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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 

1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab 

yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang terlihat dalam 

kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara garis besar 

pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Bā' b be ة

 Tā' t te ث

 Śā' ṡ es titik di atas ث

 Jim j Je ج

 Hā' ḥ ha titik di bawah ح

 Khā' kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Źal ż zet titik di atas ذ

 Rā' r er ر

 Zai z zet ز

 Sīn s es ش

 Syīn sy es dan ye ش

 Şād ṣ es titik di bawah ص

 Dād ḍ de titik di  bawah ض

 Tā' ṭ te titik di bawah ط

 Zā' ẓ zet titik di bawah ظ
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 Ayn …‘… koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn g ge غ

 Fā' f ef ف

 Qāf q qi ق

 Kāf k ka ك

 Lām l el ل

 Mīm m em م

 Nūn n en ن

 Waw w we و

 Hā' h ha ه

 Hamzah …’… apostrof ء

 Yā y ye ي

 

B. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

a =أ أ=     ā 

i =أ  ai =أ ي أ ي=    ī 

u =أ  au =أ و أ و=    ū 

 

C. Tā' marbutah. 

1. Ta’marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

 ditulis   ni'matullāh     وعمت الله 

لفطر ازكبة   ditulis   zakātul-fitri 

2. Ta’marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

 ditulis   hibah      هبت

 ditulis  jizyah   جسيت
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D. Syaddad (tasydīd,geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddad tersebut. 

 ditulis   muta‘āqqidīn   متعبقدّيه

 ditulis  ‘iddah  عدّة

E. Kata sandang (artikel) 

1. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l- 

 ditulis   asy-syams   الشمص

 'ditulis   as-samā   السمبء

2. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qur'ān   القران

 ditulis   al-Qiyās   القيبش

F. Huruf hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan, akan tetapi jika 

hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah 

tersebut ditransliterasikan dengan apostrof /'/. 

 ditulis   a'antum   ااوتم

 ditulis   u'iddat   اعدث

كرتم شلئه    ditulis   la'in syakartum 
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MOTTO 

 

 

العلماء ورثة الانبياء 

“ Ulama’ adalah pewaris para Nabi “  
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ABSTRAK 

 

Isrok, Mohamad 2018.  “Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap 

‘Iwadl Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga 

Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. 

Pembimbing  Dr. H. Sam’ani, M.A. 

  

 

Kata Kunci: ‘Iwadl dan Pandangan Ulama 

 

Pemegang hak cerai  berdasarkan hukum Islam adalah suami. Karena 

suami adalah pihak yang mengeluarkan mahar, nafakah dan segala tanggungjawab 

kebutuhan keluarga. Namun demikian Islam tetap memberikan ruang hukum bagi 

istri untuk menggugat cerai suami dengan alasan yang dibenarkan menurut syar’i.  

Hanya saja teknis perceraian yang berdasarkan gugatan istri haruslah ada syarat 

iwadl/ tebusan yang dikeluarkan oleh istri yang kemudian diberikan kepada 

suami. 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu  bagaimana konsep ‘iwadl 

dalam sudut pandang hukum Islam? Bagaimana pandangan ulama’ Kabupaten 

Pekalongan terhadap ‘iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak? 

Jenis penelitia ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yakni 

penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti dengan metode 

pengamatan objek dan wawancara. Teknik analisis data yang akan digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah“analisa kualitatif” yaitu suatu cara penelitian 

yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Dengan 

subyek penelitian adalah pandangan ulama Kabupaten Pekalongan dan obyek 

penelitian adalah ‘iwadl dalam rangkaian taklik talak. Metode pengumpulan data; 

observasi, wawancara, dokumentasi. Kredibilitas informasi mengunakan metode 

triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada dasarnya ‘iwadl berarti 

sebagai ganti. Menurut hukum Islam ‘iwadl dalam perceraian adalah harta yang 

diberikan oleh istri kepada suami untuk mengganti hak talak yang menjadi 

kewenangan suami. Keberadaan ‘iwadl merupakan syarat diterimanya 

konsekuensi hukum dari taklik talak. Pandangan ulama Kabupaten Pekalongan di 

atas, dapat penulis simpulkan bahwa ‘iwadl yang disebutkan saat membaca sighat 

taklik talak merupakan perjanjian suami kepada istrinya sebagai syarat manakala 

ia mengajukan gugat cerai akan dipermudah oleh pengadilan. Untuk nilai ‘iwadl 

itu sendiri secara hukum tidak bertentangan dengan hukum syar’i, sebab itu 

merupakan kewenangan pemerintah untuk menentukan nominal jumlahnya. 

Namun demikian, jika melihat kondisi sekarang ini, nominal ‘iwadl sebesar Rp. 

10.000,- perlu dikaji atau direvisi mengingat kondisi zaman sudah berbeda dari 20 

tahun kebelakang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah merupakan salah satu implementasi kasih sayang 

tuhan. Allah SWT telah memberikan ni‟mat kepada manusia dengan 

disyari‟atkannya perkawinan, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak 

dan dampak yang baik.  Allah  berfirman: 

 ْْ هٖٗ  َ رِ اٌٰ ْٓ  اٰ ِِ َٚ  ًَ جَؼَ َٚ ٍْٙاَ  ٌَِ   ْٛ َٚ جًا ٌرِغَْىُُٕ ُْ  صَْ ْٔفغُِىُ َ  ْٓ ِِ  ُْ خٍَكََ ٌىَُ

 َْ ْٚ شُ ٍَ ٌرَفَىََّ ْٛ دٍ ٌمَِ اٌٰ ٌهَِ لََاٰ ًْ راٰ َّْ فِ حً ۚ  ِ َّ سَدْ َٚ جً  دَّ َٛ َِ  ُْ ٍْٕىَُ  ۞تَ

 “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari bentukmu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan 

dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum: 21).
1
 

 

Perkawinan merupakan batu-bata (bahan bangunan) yang baik untuk 

membangun keluarga yang berkwalitas „shaleh‟  dalam masyarakat.   Islam telah 

mengatur kehidupan suami-isteri dengan suatu sistem yang indah dari Rabb yang 

Maha bijaksana dan Maha mengetahui.   

Sebagai mahluk, manusia dengan  segala keterbatasan pengetahuan akan 

rahasia hidup bersama pasangannya di dalam kehidupan berkeluarga tentunya 

                                                   

1
 Al-Qur‟an dan Terjemahanannya. Dialihbahasakan oleh Lajnah Pentashih Al Qur‟an 

Departemen Agama Republik Indonesia. (Bandung : CV. Gema Risalah Press Bandung, 1993), 

P
er

p
u

st
ak

aa
n

 IA
IN

 P
ek

al
o

n
g

an
   

   
   

   
P

er
p

u
st

ak
aa

n
 IA

IN
 P

ek
al

o
n

g
an



2 

 

 
 

akan terus berupaya mempertahankan ikatan pernikahannya. Namun di tengah-

tengah kehidupan berkeluarga tidak jarang manusia akan menemukan berbagai 

masalah-masalah hidup yang menggoyahkan kekokohan keluarganya.  Sebagian 

ada yang mampu menghadapi dan menemukan solusi permasalahan tersebut, 

namun tidak jarang pula ditemukan mereka yang tidak mampu bertahan sehingga 

perkawinannya berakhir dengan perceraian.  

Di dalam hukum Islam perceraian adalah merupakan salah satu solusi 

hidup apabila dalam sebuah keluarga  dijumpai hal-hal yang membuat suami istri 

akan semakin terjerumus dalam maksiat karena masing-masing sudah tidak 

mampu menjalankan hak dan kewajibannya untuk mempertahankan bahtera 

keluarga.  Dalam terjemahan kitab Fikih Sunah disebutkan bahwa Ibnu Sina 

dalam kitab As-Syifa mengatakan : “Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan, 

dan jangan ditutup sama sekali. Karena menutup mati jalan perceraian akan 

mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini antaranya karena jika tabiat 

suami istri satu sama lain sudah tidak saling kasih sayang lagi. Jika terus menerus 

dipaksakan untuk tetap bersatu antara mereka, justru akan tidak baik, pecah dan 

kehidupannya menjadi kalut”.
2
   

Imam Ali Ahmad Aljarjawi dalam kitabnya mengatakan ; 

 لَِش  ٌثأً  ٚ  ٌغثة  ٌثأً ٌٍطلاق ٚلٛع   ٌٕفشج تٍٓ  ٌشجً 

ٚصٚجٗ ٚدصٛي  ٌخلاف ٚ ٌثغط ٚوً ِا ٌخاٌف  ٌّذثح ًٚ٘ 
                                                   

2
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, terjemahan Mohammad Thalib (Bandung: PT. Alma‟arif, 1980), 

hlm.12 
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فإر  فمذخ ذمٛظد  سواْ  ٌضٚجٍح ٚٚلغ وً ِّٕٙا .  لَعاط  ٌّرٍٓ

فً ِٙٛ ج ِٓ ٔىذ  ٌؼٍش ٚلٍك  ٌفىش لَْ  لَذذاد ٚ ٌٛئاَ فً وً 

 .  لَِٛس أعاط  ٌٕجاح ٚ ٌفلاح ِٚصذس وً ٕ٘اء
 
“Sebab kedua terjadinya talak adalah adanya pertengkaran antara 

suami istri, perselisihan, kebencian dan hal-hal yang berlawanan 

dengan rasa cinta sebagai dasar yang kokoh dalam berumah 

tangga.  Bila rasa cinta telah hilang maka pondasi berkeluarga 

akan timbul tenggelam dan keduanya akan jatuh ke dalam jurang 

kesulitan hidup dan kejiwaan yang tidak stabil. Karena kecocokan 

dan menyatu dalam segala hal merupakan dasar kesuksesan, 

kebahagiaan dan ketentraman”. 
 

Kemudian Imam Ali Ahmad Aljarjawi juga memberi penegasan : 

ٚوثٍش  ِا ٌذصً  ٌؼذٚ ْ تٍٓ  ٌشجً ٚصٚجٗ فرٍرٙة ٍٔش ْ 

 ٌؼذ ٚج ٚ ٌثغعاء تٍّٕٙا ٌّٚرذ ٌٍٙثّٙا  ٌى  لَلاسب فٍفغذ ٔظاَ 

  ٌؼائلاخ ٌٚمغ  ٌجٍّغ فً  ٌجٕاٌاخ
"Bahkan banyak sekali permusuhan yang muncul antara suami 

istri itu menjadikan semakin berkobarnya api permusuhan dan 

kebencian di antara keduanya dan bisa meluas kepada kerabat-

kerabatnya dan semua ini bisa berpotensi pada munculnya 

tindakan kriminal atau kejahatan".
3
 

 

. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan 

Ibnu Majah, keduanya dari Kasir ibnu Ubaid, dari Muhammad ibnu Khalid, dari 

Ma"ruf ibnu Wasil, dari Muharib ibnu Disar, dari Abdullah ibnu Umar yang 

mengatakan bahwa Rasulullah Shallaahu „Alaihi Wasallam . pernah bersabda :  

 أتغط  ٌذلاي إٌى الله  ٌطلاق

                                                   

3
 Ali Ahmad Al Jarjawy, Hikmah At Tasyri‟ Wa Falsatuhu, Juz II  (“t.tp”:  At tausyiq wa 

Addirasat Fi Dari Al Fikri, “t.th”) hlm. 37. 
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“Perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah talak”.
4
 

Dalam QS. An-Nisa ayat 130 Allah SWT berfirman : 

ا ًّ َٚ عِؼًا دَىٍِ  ُ َْ اللهَّ وَا َٚ  ِٗ ْٓ عَؼَرِ ِِ ُ وُلّاً  ِٓ اللهَّ لاَ ٌغُْ ْْ ٌرَفَشََّ إِ َٚ  

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan 

kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan 

adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.  
 

Ayat ini adalah pintu hukum bagi suami maupun istri untuk melakukan 

tindakan perceraian apabila dipandang perlu berdasarkan alasan-alasan hukum 

yang diperbolehkan untuk bercerai. Bahkan ayat tersebut juga memberikan 

jaminan bahwa setelah terjadi perceraian akan dijumpai kondisi yang lebih baik 

bagi masing-masing suami maupun istri. Artinya perkawinan suami istri yang 

berakhir dengan perceraian bisa disimpulkan sebagai proses bagi keduanya dalam 

menggapai kebahagiaan berkeluarga dalam perkawinan selanjutnya dengan pihak 

lain. Ayat tersebut secara tersurat juga telah memberikan hak kesamaan hukum 

bagi suami istri dalam hal mengambil tindakan langkah hukum perceraian.   

Adapun teknis perceraian yang diajukan istri secara spesifik diatur dalam 

Q.S. Al-Baqarah ayat 229 di mana cerai tersebut berdasarkan gugatan istri 

terhadap suami dengan memberikan tebusan/ ‟iwadl.  Q.S. Al-Baqarah ayat 229 

tersebut adalah   : 

 ُْ ًُّ ٌىَُ لََ ٌذَِ َٚ  ٍْ ْٚ ذغَْشٌِخٌ تإِدِْغَا ؼْشُٚفٍ أَ َّ غَانٌ تِ ِْ ِ ِْ فإَ ذاَ شَّ َِ  ٌطَّلَاقُ 

 ْْ ِ ِ فإَ ا دُذُٚدَ اللهَّ َّ ْْ ٌخََافاَ ألَََّ ٌمٍُِ ٍْئاً إلََِّ أَ َّٓ شَ ُُّ٘ٛ ٍْرُ ا آذََ َّّ ِِ ْْ ذأَخُْزُٚ   أَ

                                                   

4
 Ibnu Hajar Al-Asqalani,  Bulugh Al  Maram min Adillah Al  Ahkam, (Semarang : Usaha 

Keluarga, “t.th”), Hadis No. 1098, Hal. 223. 
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ٍْهَ دُذُٚدُ  ِٗ ذِ ا  فْرذََخْ تِ َّ ا فٍِ َّ ِٙ ٍْ ِ فلََا جُٕاَحَ ػٍََ ا دُذُٚدَ اللهَّ َّ ُْ ألَََّ ٌمٍُِ خِفْرُ

 َْ ٛ ُّ ُُ  ٌظَّاٌِ ِ فأٌَُٚئَهَِ ُ٘ ْٓ ٌرَؼََذَّ دُذُٚدَ اللهَّ َِ َٚ ِ فلََا ذؼَْرذَُٚ٘اَ   اللهَّ
 

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang 

baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari 

yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya 

khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 

kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah 

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum 

Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” 

 
Dalam sebuah hadist disebutkan : 

ِٓ ػَثَّاطٍ  ْٓ  تِْ ا- ػَ َّ ُْٕٙ ُ ػَ ًَ اَللهَّ ٍْظٍ أذَدَْ  )- سَظِ ِٓ لَ شَأجََ ثاَتدِِ تْ ِْ ِ  َّْ أَ

ًَّ صٍى الله ػٍٍٗ ٚعٍُ فمَاٌَدَْ  ِ :  ٌََّٕثِ ٍْظٍ ! ٌاَ سَعُٛيَ اَللهَّ ُٓ لَ ثاَتدُِ تْ

 ٍٓ لََ دٌِ َٚ ِٗ فًِ خٍُكٍُ  ٍْ ا أػٍَِةُ ػٍََ َِ , َِ عْلَا ٌْىُفْشَ فًِ  لَِْْ ٌىًَِِّٕ أوَْشَُٖ  َ َٚ ,

ِٗ دَذٌِمرََُٗ  ٍْ َٓ ػٍََ ٌ ِ صٍى الله ػٍٍٗ ٚعٍُ  أذَشَُدِّ لاٌَدَْ ? , لاَيَ سَعُٛيُ اَللهَّ

ٌْذَذٌِمحََ :  َ  ًِ ِ صٍى الله ػٍٍٗ ٚعٍُ   لِْثَ ُْ  لاَيَ سَعُٛيُ اَللهَّ غٍَِّمْٙاَ , ٔؼََ َٚ
َٚ ٌحٍَ ٌَُٗ   (ذطٍٍَِْمحًَ  فًِ سِ َٚ ٌْثخَُاسِيُّ  َ  ُٖ َٚ شَُٖ تطَِلَالِٙاَ : ) سَ َِ أَ َٚ) 

 

“Datang istri
5
 Tsâbit bin Qais bin Syammâs kepada Nabi shallallahu 

„alaihi wa sallam lalu berkata: “Wahai Rasulullah aku tidak membenci 

Tsâbit dalam agama dan akhlaknya
6
. Aku hanya takut kufur dalam 

Islam.” Maka Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

“Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?” Ia menjawab: 

“Ya.” Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda 

(kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia 

                                                   

5
 Syeikh Nawawi menyebutnya dengan  nama Jamilah binti Abdillah bin Ubay, sedang di dalam 

Kitab Sunan Abi Dawud disebutkan wanita itu bernama Hafshah binti Sahl Al Anshariyah.  

Lihat : Asy Syeikh Muhammad Nawawi Al Jawi, Mirah Lubaid Tafsir An Nawawy, (Semarang : 

Toha Putera, “t.th”) hlm. 63. 

6
 Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam „Allusy, Ibanah Al Ahkaam Syarah Bulugh Al Maram. 

Dialihbahasakan oleh Nor Hasanuddin H.M. Fauzi. Vol. jilid III. (Kuala Lumpur: Al-Hidayah 

Publication, 2010), hlm. 485. 
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sekali talak." Riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: 

Beliau menyuruh untuk menceraikannya”. (HR al-Bukhari).
7 

   
Q.S. An-Nisa ayat 130, Q.S. Al-Baqarah ayat 229 dan hadits di atas 

memuat dasar hukum Islam dalam hal thalak khul‟i.  Dalam Al-qur‟an maupun 

hadits di atas diterangkan secara jelas bahwa tebusan yang diberikan oleh istri 

kepada suami adalah sebagaimana yang telah diberikan oleh suami kepada istri 

ketika suami memberikan mahar/mas kawin pada waktu akad nikah.  Artinya 

apapun bentuk maharnya maka bisa menjadi „iwadl yang akan diberikan pada 

suami. Jadi, dalam perpektif hukum Islam „iwadl dalam talak khul‟i/cerai gugat 

telah diatur dengan jelas baik nominal maupun bentuk „iwadl tersebut. 

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama telah menetapkan „iwadl 

yang kemudian diimplementasikan dalam perjanjian nikah yang tertuang dalam 

sighat ta‟lik talak dalam buku nikah yang dibacakan oleh suami sesaat setelah 

terjadinya akad nikah.  Naskah perjanjian nikah tersebut sebagian berbunyi 

sebagai berikut : “Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridlo dan 

mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya 

diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10,000,00 

(sepuluh ribu rupiah) sebagai „iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak 

saya satu kepadanya ”.  

                                                   

7
 Ibnu Hajar Al-Asqalani,  Bulugh Al  Maram min Adillah Al  Ahkam, (Semarang : Usaha 

Keluarga, “t.th”), Hadis No. 1094, Hal. 222. Lihat : Muhammad Ali Al Shobuny. Rawa‟ih AlBayan 

Tafsir Ayat AlAhkam Min AlQur‟an, Juz I (Damaskus : AlGhazali, t.th), hlm. 326. 
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Dalam pandangan beberapa Ulama di Kabupaten Pekalongan terdapat hal-

hal yang kurang tepat dalam naskah taklik talak tersebut, seperti : 

1. Penyebutan „iwadl yang diikuti penyebutan talak satu.   

Talak satu disebut juga talak raj‟i dimana dalam talak tersebut tidak 

membutuhkan „iwadl. 

2. Fungsi „iwadl 

Ketidak sinkronan antara „iwadl dan talak satu dalam taklik talak tersebut 

pada akhirnya memunculkan alih fungsi „iwadl dari sebagai tebusan istri 

untuk suami dalam upaya memperoleh perceraian kepada aministrasi 

persidangan saja. 

Dari uraian di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana konsep 

„iwadl dalam hukum Islam?, dan bagaimana pandangan Ulama kabupaten 

Pekalongan terhadap „iwadl yang terdapat dalam sighat taklik talak?. Oleh sebab 

itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang „iwadl yang 

tertuang dalam sighat taklik talak dalam sudut pandang hukum Islam dan 

bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan yang akan dituangkan dalam 

sebuah skripsi yang berjudul :  “Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan 

Terhadap „Iwadl Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:  
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1. Bagaimana konsep „iwadl dalam sudut pandang hukum Islam? 

2. Bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan terhadap „iwadl dalam 

rangkaian sighat taklik talak? 

 

C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

 Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

memberikan pemahaman tentang konsep „iwadl dalam sudut pandang hukum 

Islam dan pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan terhadap „iwadl dalam 

rangkaian taklik talak.  

Adapun kegunaan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bentuk dedikasi dan 

konstribusi positif dari penulis guna perkembangan ilmu hukum keluarga 

Islam, utamanya yang berkaitan dengan konsep „iwadl yang sebenarnya 

menjadi haknya suami. 

b. Untuk mengetahui pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan tentang 

uang „iwadl Rp. 10,000,00 dalam rangkaian sighat taklik talak. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan 

informasi dan masukan bagi masyarakat umum mengenai „iwadl dalam 

cerai gugat.  

b. Sedangkan bagi akademisi dan praktisi hukum diharapkan dapat 

memberikan spirit dalam upaya mendorong lahirnya regulasi „iwadl yang 

berkwalitas.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian yang relevan 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang terdapat relevansinya dengan objek penelitian penulis. 

Beberapa karya tulis telah berhasil ditemukan oleh penulis untuk mengetahui 

kesamaan maupun perbedaan dengan penulisan penelitian ini, di antaranya 

adalah : 

a. Ahmad Muslihin, "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi‟i Tentang '„iwadl 

Khulu‟ Berupa Jasa", skripsi, 2007.
8
   

Penulis karya ilmiah tersebut secara khusus membahas tentang 

'„iwadl khulu‟ berupa jasa menurut  pendapat Imam Asy Syafi‟i, seperti 

menyusui bayi oleh istrinya. Imam syafi'i berpendapat bahwa „iwadl 

                                                   

8
http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2007-

ahmadmusli-1776, ( diakses pada : Minggu, 26 Maret 2017, 16.22 ) 
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http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2007-ahmadmusli-1776
http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2007-ahmadmusli-1776
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dalam khulu‟ tidak harus berupa materi, akan tetapi boleh berupa jasa. 

Pendapat ini ditetapkan atas dasar qiyas. Dimana beliau menganalogikan 

khulu‟ dengan sewa menyewa (ijarah). Alasannya ijarah dan khulu‟ sama-

sama memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan. Atas dasar 

persamaan tersebut, maka apa yang boleh dalam sewa menyewa boleh 

juga dijadikan sebagai „iwadl dalam khulu‟.  Berbeda dengan skripsi ini 

yang menjelaskan khulu‟ berupa uang dengan  nominal Rp. 10,000,00 

dalam pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan. 

b. Mas Wiwin, “Analisis Yuridis Pemberian „iwadl Dalam Gugatan Cerai 

Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 248/K/AG/2011)”, tesis, 2015.
9
 

Dalam tesis tersebut lebih fokus pada pembahasan tentang 

teknis penyerahan „iwadl oleh istri kepada suami melalui pengadilan 

agama dalam perkara gugat cerai, di mana dasar hukum pembayaran 

iwadh dalam perceraian khulu‟ menurut fiqih adalah Q.S. Al-Baqarah 

ayat 229. Akibat hukum yang ditimbulkan isteri membayar „iwadh 

adalah jatuhnya talak bain kepada isteri. Kemudian dalam putusan 

perkara No.248/K/AG/2011 majelis hakim mendasarkan pada Q.S. An-

Nisa‟ ayat 12, di mana kondisi rumah tangga khususnya di Indonesia ada 

                                                   

9
 http://digilib.usu.ac.id/buku/127355/Analisis-yuridis-pemberian-‟iwadl-dalam-gugatan-cerai-

menurut-hukum-Islam-:-(studi-putusan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia-No.248/K/AG/2011) 

.html ( diakses pada : Minggu, 26 Maret 2017, 16.20) 
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http://digilib.usu.ac.id/buku/127355/Analisis-yuridis-pemberian-iwadh-dalam-gugatan-cerai-menurut-hukum-Islam-:-(studi-putusan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia-No.248/K/AG/2011).html
http://digilib.usu.ac.id/buku/127355/Analisis-yuridis-pemberian-iwadh-dalam-gugatan-cerai-menurut-hukum-Islam-:-(studi-putusan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia-No.248/K/AG/2011).html
http://digilib.usu.ac.id/buku/127355/Analisis-yuridis-pemberian-iwadh-dalam-gugatan-cerai-menurut-hukum-Islam-:-(studi-putusan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia-No.248/K/AG/2011).html
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suami yang tidak berpartisipasi dalam perekonomian keluarga dan isteri 

justru yang mencari nafkah keluarga. 

Perbedaan mendasar dengan skripsi penulis adalah bahwa 

skripsi ini lebih spesifik menyoroti pada „iwadl yang berupa uang dengan 

nominal Rp. 10,000,00 dalam sighat taklik talak melalui pandangan 

Ulama Kabupaten Pekalongan. Di mana Ulama Kabupaten Pekalongan 

memandang bahwa pembayaran „iwadl oleh istri dalam persidangan 

kasus gugat cerai di Pengadilan Agama bukan sebagai „iwadl yang 

sebenarnya, namun lebih berfungsi sebagai administrasi persidangan saja 

atau dengan kata lain sebagai bentuk retribusi kepada Negara. 

c. Choirur Rohmah, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis 

Hakim Menolak Permohonan „iwadl Perkara Khulu‟ Dalam Gugatan 

Rekonvensi Di Pengadilan Agama Malang (Putusan 

No.1274/Pdt.G/PA.Mlg)
”
, Skripsi, 2014.

10
 

Choirur Rohmah dalam skripsinya menjelaskan bagaimana 

hakim menolak semua gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat dan 

mengabulkan gugatan konvensi. Khulu‟ berupa uang sebesar Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ditolak dengan 

pertimbangan hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 huruf (i) 

Kompilasi Hukum Islam disimpulkan bahwa khulu‟ itu bisa dengan 

                                                   

10
 http://digilib.uinsby.ac.id/1787/ ( diakses pada : Minggu, 26 Maret 2017, 16.30 ) 
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alasan atau syarat diantaranya : kerelaan istri untuk membayar „iwadl, 

suami tidak berbuat salah atau aniaya dan istri tidak mau meneruskan 

hidup berumah tangga dengan suaminya karena khawatir ingkar dan 

tidak dapat menjalankan kewajiban agama. Di dalam skripsi ini hanya 

menjelaskan tentang pertimbangan hakim yang menolak permintaan 

„iwadl tergugat dalam persidangan.   

Skripsi di atas berbeda dengan skripsi penulis yang membahas 

tentang pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan mengenai fungsi 

„iwadl berupa uang sebesar Rp. 10,000,00 dalam rangkaian sighat taklik 

talak yang realisasinya dilaksanakan setelah kasus gugat cerai oleh istri 

diputus oleh Pengadilan Agama. 

d. Choirul Imam,“ Analisis Pendapat Imam  Al-Syafi‟i Tentang Ketentuan 

„iwadl Istri Yang Khulu‟ Dalam Keadaan Sakit”, tesis, 2012.11 

Tesis tersebut memaparkan hasil penelitiannya bahwa ketentuan 

„iwadl istri yang melakukan khulu‟ dalam keadaan sakit adalah 

diperhitungkan dari sepertiga harta istri jika dalam melakukan khulu‟ 

lebih dari mahar mitsil. Hal itu dikarenakan kelebihan terhadap mahar 

mitsil merupakan tabarruk12
. Sehingga tebusan  yang diterima pihak 

suami tidak boleh lebih dari sepertiga harta istri.  

                                                   

11
 http://eprints.walisongo.ac.id/518/ ( diakses pada : Minggu, 26 Maret 2017, 16.27 ) 

12
 Tabarruk adalah masdar dari fi‟il madli barraka yang mempunyai arti mengambil/ mengharap 

kebaikan/berkah.  Lihat : Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia (Surabaya 
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Pembatasan tersebut supaya pihak istri meninggalkan keluarga 

dalam keadaan tercukupi. Imam al-Syafi‟i tidak secara tegas 

menyebutkan dalil yang digunakan dalam beristinbath terhadap „iwadl 

istri yang cerai karena sakit. Akan tetapi ketika kita melihat paparan dari 

Ulama mazhab Syafi‟iyah dapat diketahui bahwa Imam al-Syafi‟i 

menggunakan qiyas karena ada kesamaan „illat hukum antara wasiat 

tidak boleh lebih dari sepertiga harta dengan „iwadl istri yang khulu‟ 

dalam keadaan sakit yang juga tidak boleh lebih dari sepertiga harta 

karena meninggalkan keluarga dalam keadaan tercukupi lebih baik dari 

pada dalam keadaan kekurangan. Fokus penelitian dalam tesis ini adalah 

pendapat Imam al-Syafi‟i tentang ketentuan „iwadl istri yang khulu‟ 

dalam keadaan sakit dan metode istinbath hukumnya.  

Kejelasan perbedaan tesis tersebut dengan skripsi penulis adalah 

bahwa skripsi penulis lebih fokus pada pembahasan bagaimana 

pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan pada spesifikasi „iwadl berupa 

uang sebesar Rp. 10,000,00 yang terangkum dalam rangkaian sighat 

taklik talak. Sehingga tidak menyangkut pada kalkulasi harta milik istri 

yang bisa dituntut oleh suami untuk dijadikan sebagai „iwadl 

sebagaimana yang telah dibahas dalam tesis di atas. 

                                                                                                                                                   
: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 78. Lihat: Mahmud Yunus, Qamus Araby – Indonisy (Jakarta : PT. 

Hidakarya Agung, 1990), hlm. 63  
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e. Zulfikar Awaludin Helmi, “Implementasi Pembayaran Uang „iwadl Di 

Pengadilan Agama Cibinong”, skripsi, 2015.
13

 

Penulis dalam skripsi di atas menerangkan bahwa dalam perkara 

gugat cerai yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama 

adalah yang diberi kuasa oleh suami untuk menerima uang „iwadl dari 

pihak istri sebagaimana Pengadilan Agama juga telah menceraikan istri 

dari suaminya. Selanjutnya sebagaimana amanat dari suami „iwadl 

tersebut diserahkan ke BAZNAS. Skripsi tersebut  secara jelas meneliti 

teknik penyerahan „iwadl oleh isteri kepada suami melalui Pengadilan 

Agama untuk selanjutnya oleh pengadilan agama diserahkan ke 

BAZNAS.   

Dalam skripsi di atas menerangkan tentang teknis penyerahan 

„iwadl ke Pengadilan Agama maupun BAZNAS. Perbedaan mendasar 

dengan penelitian penulis adalah pemaparan secara detail tentang „iwadl 

menurut konsep hukum Islam dan pandangan para Ulama Kabupaten 

Pekalongan mengenai „iwadl berupa uang sebesar Rp. 10,000,00 yang 

terangkum dalam rangkaian sighat taklik talak.. 

f. Maulizawati, “Penetapan Hak „Iwadl Khulu‟ (Analisa Terhadap Pendapat 

Mazhab Maliki)”, skripsi, 2018.14 

                                                   

13
 http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28036/1/ZULFIKAR%20AWAL 

UDIN%20HELMI-FSH.pdf, ( diakses pada : Minggu, 26 Maret 2017, 16.35 ) 
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Maulizawati dalam skripsinya menuliskan bahwa jumhur Ulama 

mengatakan bazhwa „iwadl merupakan salah satu rukun yang harus 

dipenuhi dalam  pelaksanaan khulu‟ dan sekaligus punya syarat-syarat 

tersendiri dalam keabsahannya. Oleh karena itu, ketiadaan „iwadl 

tersebut akan menyebabkan tidak sah khulu‟ itu tersendiri. Dengan kata 

lain istri atau orang lain membayar harta kepada suami dengan syarat ia 

menceraikannya, atau talak dengan syarat perempuan (istri) 

menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi satu talak yang bain.  

Oleh karena itu, khulu‟ menurut Imam Malik merangkumi 

perceraian dengan bayaran atau tebusan, dan perceraian tanpa tebusan. 

Bagi para fukaha yang mempersamakan kadar harta dalam khulu‟ dengan 

semua pertukaran dalam muamalat. Maka mereka berpendapat bahwa 

kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang 

memegang hadis secara zhahir maka mereka tidak membolehkan  

pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar. Maka seolah-olah 

menganggap  bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan ashid 

harta tanpa hak. Sedangkan khulu‟ yang memiliki „iwadl dianggap 

sebagai perkara yang mirip dengan sumbangan dari pihak istri 

menyebabkan timbulnya perkara yang berikut ini : 

                                                                                                                                                   

14
 https://repository.ar-raniry.ac.id35751Maulizawati%20(2).pdf, ( diakses pada :Kamis, 03 

Januari  2019, 12.35 ) 
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1) Si istri bisa mundur dari ijab jika dia mulai khulu‟ sebelum muncul 

qabul dari suami. 

2) Qabul istri hanya terbatas di tempat qabul jika istri ada di situ, dan di 

tempat ia mengetahui perihal khulu‟ tersebut jika dia tidak ada 

ditempat munculnya ijab, seperti halnya jual beli. 

Dalam skripsi tersebut secara umum hanya menjelaskan penetapan 

hak „iwadl khulu‟ untuk suami dari istrinya berdasarkan kerelaan menurut 

pendapat Imam Malik.  

Penulis dalam penelitian ini akan mengungkap bagaimana „iwadl yang 

telah ditentukan nominal dan spesifikasinya menjadi perjanjian nikah yang 

dituangkan dalam sighat taklik talak menurut pandangan beberapa Ulama 

Kabupaten Pekalongan.  Apakah telah sesuai dengan konsep hukum Islam?,  

dan apakah eksistensinya benar-benar berfungsi sebagai „iwadl yang 

sesungguhnya? 

Berdasarkan dari beberapa penelitian tersebut di atas, maka penulis 

memilih judul “Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap „iwadl 

Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak“ sebagai penelitian baru.  Judul ini 

menurut penulis layak untuk diajukan sebagai penelitian dengan alasan 

karena belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu dalam bentuk penelitian 

apapun.    

Penulis meyakini bahwa dalam penelitian ini terdapat kesamaan tema 

tentang „iwadl secara umum dengan penelitian terdahulu, namun ada 
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perbedaan yang signifikan karena dalam penelitian ini pembahasannya 

dipersempit/spesifik pada „iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak menurut 

pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan.  

2. Kerangka Teoritik 

Pernikahan adalah sebuah akad yang disepakati bersama oleh manusia 

yang berlainan jenis untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah warrahmah, serta untuk mendapatkan keturunan hidup. 

Di Indonesia sendiri pada umumnya pasangan suami istri setelah 

melangsungkan akad nikah ditekankan untuk membaca sighat taklik talak 

yang terdapat dalam buku nikah dan secara umum berisi tentang perjanjian 

seorang suami kepada istri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat 

menyakiti istri baik secara dohir maupun batin. Artinya sighat taklik talak ini 

dipergunakan untuk menjamin hak-hak perempuan dan sekaligus dapat 

melindungi mereka dari prilaku diskriminatif dan kesewenang-wenangan 

suami. 

Oleh sebab itu, taklik talak sangat berperan dalam melahirkan 

terjadinya gugatan istri untuk mengajukan perceraian atau perpisahan dengan 

suaminya.  Hal ini dikarenakan suami telah melanggar sesuatu yang telah 

dibuat dan disepakati bersama pada waktu dilakukan akad nikah. Jika dalam 

pandangan istri nyata-nyata suaminya telah melanggar maka seorang isteri 

dapat menggugat perceraian dari suaminya melalui proses khulu' atau dalam 

istilah hukum perdata adalah gugat cerai dimana istri harus menyerahkan 
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„iwadl/ tebusan/ pengganti kepada suami.  

Sayyid Ahmad bin Umar Al Syathiri mengatakan : 

, ٚصٍغح, ٚػٛ ض, ٚتعغ, ٍِرضَ:  سواْ  ٌخٍغ خّغح 

 .ٚصٚج

“Rukun talak khuluk ada lima yaitu kejelasan transaksi, status 

istri, „iwadl, ucapan dan suami”.
15

 

 

„Iwadl atau tebusan tersebut adalah merupakan unsur yang tidak bisa 

terpisahkan dari perceraian gugat cerai atau talak khul‟i.  Artinya gugat cerai 

tidak bisa terlaksana tanpa menyertakan „iwadl sekalipun nominalnya dalam 

hukum Islam tidak terdapat barometer yang jelas. Sehingga para ahli fikih 

berbeda pendapat mengenai nominal „iwadl tersebut. 

Bentuk „iwadl menurut pendapat Imam Abdul Rahman Al-Jaziry 

adalah : 

 ٔمذ   ٚ ػشض ذجاسج  ٚ ْ ن ء عٛ  ٌخٍغ تاٌّاي ٚ ٌصخ

 ِٙش   ٚ ٔفمح  ٚ  جشج  سظاع  ٚ دعأح  ٚ ٔذٛ رٌه

“Khuluk/ ‟iwadl itu sah menggunakan harta baik berupa 

uang atau harta dagangan, mas kawin, nafakah, jasa 

penyusuan atau mengasuh anak”.
16

 

 

Perbedaan pendapat di kalangan Ulama Kabupaten Pekalongan 

mengenai „iwadl tersebut dikarenakan naskah yang kurang tepat dalam sighat 

                                                   

15
 Ahmad bin Umar Al Syathiry, Al Yaqut Al Nafis, ( Beirut : Daru Al Tsaqafah Al Islamiyah, 

t.th), hlm. 151. 

16
 Abdul Rahman Al-Jaziry, Al Fiqhu „Ala Al Madzahib Al Arba‟ah Juz IV, (Beirut : Dar AlKutub 

Al-Ilmiyyah, “t.th”), hlm. 296. 
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taklik talak. Hal yang lebih penting tentang „iwadl dalam sighat taklik talak 

untuk disoroti adalah adanya ketidak sinkronan antara „iwadl dan jatuhnya 

talak satu dari suami.  Padahal „iwadl adalah merupakan rukun dalam talak 

khul‟i bukan talak raj‟i.  Dari segi sifatnya talak khuluk itu bersifat bain 

bukan talak satu atau talak raj‟i.  Hal inilah yang menyebabkan perbedaan 

pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan bahwa „iwadl dalam rangkaian 

sighat taklik talak bukan sebagai „iwadl sebagaimana mestinya, namun lebih 

sebagai hal lain. 

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama RI dalam 

produk hukumnya yang berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 

2000 telah menetapkan nominal dan bentuk „iwadl berupa uang sebesar Rp. 

10,000,00 yang kemudian dicantumkan dalam sighat taklik talak. Keputusan 

Menteri Agama ini setidaknya berfungsi untuk menghindari ketidakpastian 

hukum dalam menetapkan „iwadl sekalipun melahirkan perbedaan pendapat 

di kalangan Ulama Kabupaten Pekalongan. 

Adapun jika melihat dari perjalanan regulasi  „iwadl yang berulang 

kali mengalami perubahan dari tahun 1974 sebesar Rp. 1,000,00 kemudian 

diubah pada tahun 1984 sebesar Rp. 5,000,00 dan terakhir pada tahun 2000 

sebesar Rp. 10,000,00 maka Ulama Kabupaten Pekalongan sepakat bahwa hal 

itu perlu disesuaikan kembali nominalnya agar relevan dengan zaman 

sekarang.   
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis  Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (field reseach) yakni; 

“suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data 

yang ada di lapangan”.
17

 Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data dari 

objek penelitian yang sebenarnya adalah pandangan Ulama Kabupaten 

Pekalongan terhadap „iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak.  

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan objek 

kajian secara utuh.
18

 Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh 

penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran 

tentang pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan terhadap „iwadl dalam 

rangkaian sighat taklik talak. 

2. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah 

pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan. Obyek penelitian adalah „iwadl 

dalam rangkaian taklik talak. Sedangkan informan penelitian adalah Ulama 

Kabupaten Pekalongan yang mempunyai kapasitas keilmuan salaf maupun 

keilmuan akademisi, seperti Drs. KH. Rozikin Daman, Dr. KH. Sabilal 

                                                   

17
Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Tarsoto:Bandung, 1995), h.58 

18
Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), 

h.3 
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Rosyad, MSI, KH. Mulyono, KH. Muhammadun, KH. Ahmad Fauzi Amin, 

dan Kyai Bilaluddin Wahab.  

3.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ada dua, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu dokumen atau orang yang 

memberikan kesaksian langsung terhadap suatu keadaan atau peristiwa, 

dengan kata lain sumber yang sangat dekat.
19

 Sumber data primer ini 

merupakan sumber data utama, atau dapat disebut juga dengan sumber data 

pokok yang akan dikaji.
20

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

para Ulama Kabupaten Pekalongan dengan cara wawancara pribadi. 

Sedangkan umber data sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari 

data-data pendukung.
21

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dan 

diambil dari buku/ kitab, KHI, undang-undang, internet, dokumen-dokumen 

lain seperti hasil penelitian,  jurnal yang semuanya berhubungan dengan 

„iwadl. 

4.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan 

adalah dengan cara : 

                                                   

19
 Id. Wikipedia.org/Wikipedia : sumber primer, (diakses pada tanggal 1 April 2017). 

20
 Bokor Sukarto, Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1992), 

hlm. 131 

21
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek, hlm.235 
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a. Observasi 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
22

 Pada 

waktu melakukan observasi, penulis ikut juga berpartisipasi bukan hanya 

mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan 

tertentu yang sedang diobservasi. Dimana penulis mencermati setiap kali 

ada prosesi akad nikah di wilayah Kabupaten Pekalongan, dimana suami 

mengucapakan sighat taklik talak setelah ijab qabul. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
23

 Prosesnya dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap 

muka langsung (face to face) dengan narasumber. Akan tetapi bisa juga 

dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet atau 

surat (wawancara tertulis). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu sejumlah Ulama 

Kabupaten Pekalongan yang mempunyai keilmuan salaf dan keilmuan 

akademik yang berkompeten dalam fiqih munakahat. Mereka juga aktif 

                                                   

22
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 

70. 

23
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. hlm. 83. 
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dalam organisasi kemasyarakatan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul 

Ulama‟, dan Rifa‟iyah, serta Ulama akademisi yang masih aktif mengajar 

di Perguruan Tinggi Agama Islam. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung 

keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih 

aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.
24

 Sumber data tertulis dapat 

dibedakan menjadi; dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun 

dokumen pribadi.
25

 Dalam penelitian ini berupa draf wawancara, 

dokumentasi proses akad nikah dan rekaman wawancara. 

5. Kredibilitas Informasi/ Data 

Untuk mendapatkan informasi atau data yang kredibel, peneliti 

menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.
26

 

Triangulasi yang peneliti gunakan adalah : 

a. Triangulasi Metode 

                                                   

24
Muhammad.,  Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, 

hlm. 103 

25
Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 113 

26
Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 330. 
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Triangulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi 

atau data  dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini untuk 

memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh 

mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan metode wawancara 

dan obervasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga 

menggunakan informan yang berbeda untuk membandingkan kebenaran 

informasi tersebut. 

b. Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, 

selain melalui wawancara dan observasi, peneliti  menggunakan 

observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, 

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan gambar 

atau foto. Masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau data 

yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) 

yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. 

 

6. Teknik dan Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah “analisis kualitatif” yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan 

dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Artinya apa yang dinyatakan 

oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti 
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dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Menurut Mukti Fajar ND dalam bukunya menerangkan bahwa yang 

dimaksud dengan analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian 

yang merupakan hasil dari pendekatan kualitatif  terhadap suatu penelitian 

analisis data yang bertujuan mengungkap kebenaran data dan memahami 

kebenaran tersebut.
27

 

Dengan proses analisis yang dilakukan secara bertahap; pertama, 

pengumpulan data, yaitu proses pencarian data di lapangan yang dilakukan 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap Kedua, reduksi data 

(data reduction), yaitu proses pemilihan, dan pemilahan serta  pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang 

diperoleh di lapangan.
28

 

Ketiga, penyajian data (data display), yaitu penyajian atau deskripsi 

data atau informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan 

interpretasi data, penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data 

dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya 

peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi dalam setiap tahapan 

penelitian. Keempat, pengambilan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

                                                   

27
Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192. 

28
Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Agama, Cet.II(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), hal. 190. 
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drawing and verification). Selama penelitian masih berlangsung, setiap 

kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga dapat 

diperoleh konklusi yang akuntabel.
29

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai upaya untuk membahas secara mendalam dan sistematika pokok 

permasalahan, maka dalam penelitian ini digunakan lima bab, dan tiap bab terdiri 

dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab I :  Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,  

  tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode  

  penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab  II :  Tinjauan „iwadl , terdiri dari tiga sub bab yang meliputi; 

Sub bab pertama berisi tentang Khulu‟ dalam hukum Islam.  

Sub bab kedua berisi tentang Konsep „iwadl dalam Hukum Islam yang 

terdiri dari : Definisi „iwadl, Hukum   „iwadl,   Syarat   „iwadl,   dan 

Hikmah   „iwadl.   

Sub bab ketiga berisi tentang tinjauan „iwadl dalam hukum positif 

yang meliputi : UUD 1945, UU NO 1 Tahun 1974, UU No 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, PP. No 9 tahun 1975, PMA No 3 

Tahun 1975, KMA No 411 Tahun 2000, KUHP, KHI. 

                                                   

29
Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Agama, hal. 193-194. 
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Bab III :  Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan tentang „iwadl dalam sighat taklik  

  talak. 

Bab IV :  Analisis, terdiri dari dua sub bab yang meliputi; 

 Sub bab pertama tentang konsep „iwadl dalam sudut pandang hukum 

Islam 

 Sub bab kedua  tentang pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan 

Terhadap „Iwadl dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak. 

Bab V  :  Penutup, terdiri dari dua sub bab yang meliputi; 

  Sub bab pertama berisi tentang simpulan.  

    Sub bab kedua berisi tentang Konsep „iwadl dalam Hukum Islam 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil analisis yang bersumber pada wawancara dengan sejumlah 

ulama di wilayah Kabupaten Pekalongan mengenai nominal uang ‘iwadl maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Konsep ‘iwadl dalam sudut pandang hukum Islam pada dasarnya mengacu 

pada istilah ‘iwadl itu sendiri yang berarti sebagai ganti. Menurut hukum 

Islam ‘iwadl dalam perceraian adalah harta yang diberikan oleh istri kepada 

suami untuk mengganti hak talak yang menjadi kewenangan suami. 

Besarnya ‘iwadl berdasarkan kesepakatan suami istri sehingga ‘iwadl dalam 

rangkaian sighat taklik talak sudah sesuai dengan konsep hukum Islam.  

2. Pandangan ulama Kabupaten Pekalongan terhadap ‘iwadl dalam rangkaian 

sighat taklik talak dapat penulis simpulkan sebagai berikut; 

a. Pandangan ulama’ pesantren bahwa ‘iwadl tidak ada kepastian 

jumlahnya, karena dalam berbagai hadits hanya menyebutkan maskawin 

dalam batas minimal yang hanya pemberian suami kepada isterinya. Jadi 

‘Iwadl yang sebesar Rp. 10.000.- tidak bertentangan dengan hukum 

Islam.   

b. Pandangan ulama’ akademisi bahwa nominal ‘iwadl sudah tidak sesuai 

kondisi zaman. Sedangkan regulasinya sepenuhnya merupakan ijtihadi 
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dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI. Untuk ‘iwadl 

sebesar Rp. 10.000,- tidak melanggar hukum Islam, karena 

penetapannya dilakukan pemerintah yang mengedepankan 

kemashlahatan umat. 

c. Pandangan ulama’ organisasi kemasyarakatan, bahwa pemerintah 

mempunyai hak penuh dalam menentukan nominal ‘iwadl, hanya saja 

‘iwadl dalam taklik talak tidak ada kaitannya dengan jatuhnya talak satu, 

karena ‘iwadl hanya berfungsi sebagai syarat mengajukan gugatan cerai 

seorang isteri ke pengadilan. Dengan kata lain, ‘iwadl hanya syarat 

untuk mempermudah seorang isteri dalam mengajukan gugat cerai, jika 

suami melanggar isi sighat taklik talak. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Agama RI sudah saatnya 

melakukan perubahan-perubahan naskah sighat taklik talak. 

2. Perlu adanya perubahan regulasi jumlah nominal ‘iwadl. 
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